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Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran sewa alat pemotong tembakau 
yang dikenal sebagai pasat melalui hasil penjualan tembakau di Desa Pujer 
Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dalam perspektif fikih 
muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penyewaan pasat dilakukan melalui kesepakatan lisan 
yang didasarkan pada rasa saling percaya. Pembayaran tidak dilakukan di 
awal, melainkan setelah tembakau dipanen dan dijual. Besaran imbalan tidak 
ditentukan secara pasti ketika akad dibuat, tetapi menyesuaikan hasil panen 
dan harga jual tembakau. Mekanisme ini membantu petani yang memiliki 
keterbatasan modal, sekaligus memberikan tambahan pendapatan kepada 
pemilik alat. Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut memiliki manfaat 
dan dilandasi kerelaan para pihak, tetapi belum sepenuhnya memenuhi 
prinsip ijarah karena ujrah tidak ditetapkan secara jelas sejak awal. 
Ketidakpastian dasar penghitungan imbalan berpotensi menimbulkan gharar 
dan perselisihan. Oleh karena itu, persentase atau dasar penghitungan sewa, 
waktu pembayaran, dan tanggung jawab atas kerusakan alat perlu disepakati 
secara jelas sebelum penggunaan alat. 
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Pendahuluan  

Aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan berkaitan erat dengan kebutuhan sarana produksi, termasuk 

dalam usaha pertanian tembakau. Salah satu alat yang digunakan dalam pengolahan tembakau adalah 

alat pemotong tembakau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai pasat. Tidak semua petani 

mampu memiliki alat tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, menyewa 

pasat menjadi pilihan agar petani dapat mengolah hasil panen tanpa harus membeli alat sendiri. Dalam 

fikih muamalah, transaksi pemanfaatan barang dengan imbalan dapat dikaji melalui akad ijarah, yang 

juga diterapkan dalam berbagai bentuk penyewaan barang dan jasa (Sari, Anggraini, dan Hendra, 2024; 

Rahayu, 2024). 

Di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, penyewaan pasat dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan hasil penjualan tembakau. Petani menggunakan alat 

terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan dijual. Cara ini 

dianggap lebih ringan karena petani tidak harus menyediakan uang sewa pada awal penggunaan alat. 

Pemilik alat juga memperoleh pemasukan dari alat yang dimilikinya. Praktik tersebut berkembang 

melalui kebiasaan dan hubungan saling percaya di antara masyarakat. 
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Meskipun memberikan kemudahan, mekanisme tersebut menyisakan persoalan mengenai kejelasan 

akad dan imbalan sewa. Berdasarkan hasil penelitian, kesepakatan pada umumnya dilakukan secara 

lisan tanpa perjanjian tertulis. Besaran pembayaran dikaitkan dengan hasil panen dan harga jual 

tembakau, sedangkan dasar perhitungan imbalannya perlu diperhatikan agar kedua belah pihak 

memahami kewajibannya. Persoalan serupa mengenai pembayaran sewa yang dikaitkan dengan hasil 

pertanian juga dibahas dalam penelitian Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan Azzaki (2025), 

serta Suryani (2024). Meskipun penelitian-penelitian tersebut berfokus pada lahan pertanian, 

pembahasannya dapat menjadi pembanding untuk melihat pentingnya kejelasan kesepakatan dalam 

transaksi sewa. 

Dalam fikih muamalah, sewa-menyewa manfaat barang dikenal sebagai akad ijarah. Salah satu unsur 

penting dalam akad ini adalah ujrah atau imbalan yang menjadi hak pihak yang menyewakan. Kejelasan 

imbalan diperlukan agar pihak penyewa mengetahui kewajibannya dan pemilik alat memahami hak 

yang akan diterimanya. Kajian Sari, Anggraini, dan Hendra (2024) menekankan pentingnya kejelasan 

dan keadilan dalam mekanisme ijarah. Sementara itu, Rahayu (2024), melalui penelitian mengenai 

penyewaan kendaraan, memperlihatkan relevansi pengaturan kewajiban pembayaran dan pemenuhan 

hak para pihak dalam hubungan sewa-menyewa. Pembayaran yang ditangguhkan sampai hasil 

penjualan diperoleh tidak serta-merta bermasalah; hal yang perlu diperiksa adalah apakah dasar 

penghitungan imbalan telah disepakati secara jelas sejak awal. 

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat 

memengaruhi kepastian hak dan kewajiban dalam transaksi. Nurinayah (2023) membahas praktik 

gharar dalam transaksi ekonomi Islam, sedangkan Affero dan Mustofa (2024) menjelaskan dinamika 

konsep gharar dalam pandangan ulama fikih klasik. Nurjanah dkk. (2024) juga membahas konsep gharar 

dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih muamalah. Ketiga kajian tersebut menjadi landasan untuk 

mengkaji apakah ketidakjelasan dalam penentuan imbalan sewa pasat berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian bagi pemilik alat dan petani penyewa. 

Prinsip kerelaan juga penting dalam transaksi. Q.S. An-Nisa’ [4]: 29 melarang pengambilan harta dengan 

cara batil dan menegaskan pentingnya transaksi yang didasarkan pada kerelaan para pihak 

(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Kerelaan yang bermakna membutuhkan pemahaman 

yang cukup mengenai ketentuan transaksi, termasuk kewajiban pembayaran. Kebiasaan masyarakat 

atau ‘urf dapat dipertimbangkan dalam muamalah, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menjaga 

kejelasan akad dan melindungi hak para pihak. 

Penelitian terdahulu juga mengkaji transaksi pertanian dengan sistem sewa maupun pembagian hasil. 

Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan Azzaki (2025), serta Suryani (2024) membahas 

penyewaan lahan dengan pembayaran yang dikaitkan dengan hasil panen. Permatasari, Dantes, dan 

Ardhya (2024) menyoroti perlindungan hukum dalam sewa-menyewa tanah pertanian dengan 

pembayaran bagi hasil. Kholidah dan Kurniawan melalui penelitian mengenai praktik sewa-menyewa 

sawah di Desa Manunggang Julu juga membahas persoalan pelaksanaan sewa dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah. Sementara itu, Aristi (2023) dan Nurhalizah (2023) mengkaji kerja sama atau sistem 

bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Kajian-kajian tersebut relevan sebagai pembanding, tetapi 
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objek penelitian ini berbeda karena berfokus pada penyewaan alat produksi berupa pasat, bukan lahan 

atau kerja sama pengelolaan pertanian. Istilah “bagi hasil” dalam penelitian ini merujuk pada 

mekanisme pembayaran sewa dari hasil penjualan tembakau, bukan sebagai akad mudharabah atau 

musyarakah yang menjadi objek utama penelitian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembayaran 

sewa pasat melalui hasil penjualan tembakau di Desa Pujer Baru dan mengkaji kesesuaiannya dengan 

prinsip fikih muamalah, khususnya akad ijarah, kejelasan ujrah, kerelaan, keadilan, dan potensi gharar. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cara memperjelas kesepakatan sewa tanpa 

mengabaikan kondisi ekonomi petani yang melatarbelakangi praktik tersebut. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan 

pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten 

Bondowoso. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik sewa pasat berdasarkan 

pengalaman, penjelasan, dan kebiasaan para pihak yang terlibat secara langsung. Sugiyono (2022), 

Moleong (2018), dan Bungin (2017) menjelaskan penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami 

fenomena sosial melalui data deskriptif yang diperoleh dari subjek penelitian dan konteks 

kehidupannya. 

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang 

penyewaan pasat, meliputi pemilik alat dan petani penyewa. Dalam skripsi, keterangan pemilik alat 

antara lain diperoleh dari Bapak Rohman dan Bapak Wahyudi, sedangkan dari pihak penyewa antara 

lain Ibu Sumiati. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul kemudian disusun, dipilah berdasarkan fokus penelitian, dibandingkan antarketerangan 

informan, dan dianalisis secara deskriptif. Tahapan tersebut sejalan dengan proses analisis data 

kualitatif yang meliputi pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022; 

Moleong, 2018). Hasil penelitian kemudian dikaji menggunakan konsep ijarah, ujrah, gharar, kerelaan, 

dan kebiasaan (‘urf) dalam fikih muamalah. 

Hasil dan Pembahasan 

Praktik Penyewaan Alat Pemotong Tembakau (pasat) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan pasat berlangsung melalui komunikasi 

langsung antara pemilik alat dan petani penyewa. Penyewa menyampaikan kebutuhan penggunaan alat, 

kemudian para pihak menyepakati penggunaan alat secara sederhana. Kesepakatan pada umumnya 

dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya. Tidak terdapat prosedur administratif yang 

rumit maupun perjanjian tertulis yang secara rinci mengatur seluruh hak dan kewajiban para pihak. 

Pemilik alat memberikan kesempatan kepada petani untuk menggunakan pasat dalam proses 

pengolahan tembakau. Setelah penggunaan selesai, alat dikembalikan kepada pemilik. Dalam hal terjadi 

kendala atau kerusakan, tidak terdapat ketentuan tertulis yang secara rinci mengatur denda, jaminan, 

maupun sanksi. Penyelesaian masalah lebih banyak ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah. 

Pola ini menunjukkan bahwa hubungan sosial, kebiasaan, dan rasa percaya memiliki peran penting 

dalam menjaga kelangsungan praktik penyewaan. 
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Sistem pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan dijual. Mekanisme tersebut membantu 

petani yang belum memiliki uang untuk membayar sewa pada awal penggunaan alat. Namun, 

kemudahan pembayaran perlu disertai kejelasan kewajiban agar tidak menimbulkan perbedaan 

pemahaman antara pemilik alat dan penyewa. Persoalan serupa mengenai pembayaran sewa setelah 

panen dan penggunaan kesepakatan dalam transaksi pertanian dibahas oleh Kasmawati dan Azzaki 

(2025) serta Suryani (2024). Penelitian Permatasari, Dantes, dan Ardhya (2024) juga relevan untuk 

menunjukkan pentingnya perlindungan hak para pihak dalam perjanjian sewa dengan pembayaran 

yang berkaitan dengan hasil pertanian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran imbalan tidak ditetapkan secara seragam. Pembayaran 

berkaitan dengan hasil panen dan harga jual tembakau, sedangkan dasar perhitungan imbalannya perlu 

dilihat berdasarkan kesepakatan yang benar-benar dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, istilah 

“bagi hasil” yang digunakan masyarakat dalam praktik ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme 

pembayaran sewa berdasarkan hasil penjualan tembakau, bukan otomatis sebagai akad mudharabah 

atau musyarakah. Penentuan jenis akad perlu didasarkan pada substansi hubungan para pihak, bukan 

semata-mata istilah yang digunakan dalam kebiasaan setempat. Hal ini penting untuk membedakan 

transaksi sewa dari sistem kerja sama pengelolaan pertanian sebagaimana menjadi objek kajian Aristi 

(2023) dan Nurhalizah (2023). 

 Praktik Berdasarkan Akad Ijarah 

Secara substansi, hubungan antara pemilik pasat dan petani penyewa memiliki karakteristik akad ijarah karena 

pemilik alat memberikan manfaat penggunaan barang kepada penyewa dengan imbalan tertentu. Objek sewa, 

yaitu alat pemotong tembakau, diketahui dan manfaatnya digunakan untuk membantu proses pengolahan hasil 

panen. Para pihak juga dapat dikenali dan kesepakatan penggunaan alat dilakukan sebelum alat digunakan. 

Dengan demikian, unsur manfaat barang dan hubungan antara penyedia manfaat dengan pengguna manfaat 

tampak dalam praktik tersebut. 

Persoalan utama terletak pada ujrah. Dalam akad ijarah, imbalan perlu diketahui secara jelas agar kewajiban 

penyewa dan hak pemilik alat tidak menimbulkan ketidakpastian. Sari, Anggraini, dan Hendra (2024) 

menempatkan kejelasan dan keadilan sebagai aspek penting dalam mekanisme ijarah. Rahayu (2024), dalam 

kajiannya mengenai sewa kendaraan, juga membahas pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran dan hak 

pihak yang menyewakan. Meskipun objek penelitiannya berbeda, kajian tersebut dapat menjadi pembanding 

dalam memahami pentingnya ketentuan imbalan dan tanggung jawab dalam hubungan sewa. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nominal pembayaran berkaitan dengan hasil panen dan harga jual 

tembakau, sementara dasar penghitungan imbalan belum diatur secara rinci dalam perjanjian tertulis. Kondisi 

tersebut membuat kepastian mengenai besaran kewajiban pada awal transaksi perlu ditelaah lebih lanjut. 

Pembayaran yang dilakukan setelah tembakau terjual tidak dengan sendirinya membuat transaksi bertentangan 

dengan fikih muamalah. Waktu pembayaran dapat menjadi bagian dari kesepakatan para pihak, tetapi perlu 

dibedakan dari kejelasan besaran ujrah. Jika persentase dan dasar perhitungan telah disepakati sejak awal, 

jumlah pembayaran dapat dihitung ketika hasil penjualan diketahui. Sebaliknya, jika ukuran imbalan baru 

ditentukan setelah hasil penjualan diperoleh tanpa dasar yang disepakati, kepastian ujrah menjadi lemah dan 

dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. 
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Kejelasan Ujrah dan Potensi Gharar 

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang memengaruhi unsur penting dalam 

transaksi. Dalam praktik sewa pasat, aspek yang perlu dikaji adalah apakah pemilik alat dan petani 

penyewa mengetahui serta menyepakati dasar perhitungan imbalan sebelum alat digunakan. Nurinayah 

(2023) membahas ketidakpastian dalam transaksi ekonomi Islam, sedangkan Affero dan Mustofa 

(2024) menjelaskan dinamika konsep gharar dalam perspektif ulama fikih klasik. Nurjanah dkk. (2024) 

turut membahas konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih muamalah. Kajian tersebut 

membantu menjelaskan mengapa ketidakjelasan unsur transaksi perlu diperiksa berdasarkan 

pengaruhnya terhadap kepastian hak dan kewajiban para pihak. 

Berdasarkan temuan penelitian, pembayaran sewa berkaitan dengan hasil panen dan harga jual 

tembakau, sementara kesepakatan tidak dituangkan secara rinci dalam dokumen tertulis. Kondisi ini 

perlu dinilai secara hati-hati. Kesepakatan lisan tidak otomatis berarti akad tidak jelas, sebab para pihak 

mungkin telah memahami ketentuannya melalui komunikasi langsung. Namun, apabila persentase atau 

dasar penghitungan imbalan memang belum disepakati pada awal transaksi, ketidakpastian tersebut 

berpotensi menimbulkan gharar dan perselisihan. 

Oleh karena itu, analisis tidak seharusnya menyimpulkan bahwa setiap pembayaran yang bergantung 

pada hasil penjualan otomatis mengandung gharar. Hal yang menentukan adalah kejelasan dasar 

perhitungan dan kesepakatan para pihak. Apabila dasar pembayaran telah dipahami bersama sejak 

awal, jumlah akhir dapat mengikuti hasil penjualan berdasarkan rumus yang telah disepakati. 

Sebaliknya, apabila dasar perhitungan baru ditentukan setelah tembakau dijual, para pihak berpotensi 

memiliki pemahaman yang berbeda mengenai jumlah sewa. Dengan demikian, kejelasan ujrah menjadi 

unsur penting dalam mengurangi ketidakpastian. 

Kerelaan, Keadilan, dan Kebiasaan Masyarakat 

Praktik sewa pasat dilaksanakan atas dasar kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki peran dalam penerimaan masyarakat terhadap 

mekanisme pembayaran tersebut. Sistem pembayaran setelah penjualan juga memberikan kemudahan 

bagi petani yang memiliki keterbatasan modal, sementara pemilik alat memperoleh tambahan 

pendapatan. Manfaat yang dirasakan kedua pihak menjadi salah satu alasan praktik ini berlangsung. 

Namun, kerelaan (an-taradin) idealnya tidak hanya dilihat dari kesediaan menggunakan atau 

menyewakan alat, tetapi juga dari pemahaman para pihak atas kewajiban yang disepakati. Apabila 

besaran imbalan belum jelas, kerelaan dapat berlangsung dalam keadaan informasi yang belum 

memadai. Karena itu, prinsip kerelaan perlu berjalan bersama kejelasan ujrah dan perlindungan hak. 

Hal ini sejalan dengan Q.S. An-Nisa’ [4]: 29 yang menekankan transaksi berdasarkan kerelaan dan 

melarang pengambilan harta dengan cara batil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Kebiasaan (‘urf) masyarakat dapat dipertimbangkan dalam menilai praktik muamalah selama tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem pembayaran setelah tembakau dijual merupakan bentuk 

penyesuaian terhadap kondisi ekonomi petani. Akan tetapi, kebiasaan tersebut tidak menghilangkan 

kebutuhan untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban. Penelitian mengenai sewa lahan dan 

pembayaran yang dikaitkan dengan hasil panen, seperti Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan 
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Azzaki (2025), Suryani (2024), serta Permatasari, Dantes, dan Ardhya (2024), menunjukkan relevansi 

persoalan kesepakatan dan perlindungan para pihak dalam transaksi pertanian. Meskipun objeknya 

berupa lahan, kajian tersebut dapat menjadi pembanding untuk menilai pentingnya ketentuan 

pembayaran dalam praktik sewa pasat. 

Kajian Kholidah dan Kurniawan mengenai praktik sewa-menyewa sawah di Desa Manunggang Julu juga 

dapat digunakan sebagai pembanding mengenai penerapan ketentuan sewa dalam hukum ekonomi 

syariah. Sementara itu, Aristi (2023) dan Nurhalizah (2023) membahas kerja sama atau sistem bagi hasil 

pengelolaan lahan pertanian. Perbedaan objek tersebut mempertegas bahwa praktik sewa pasat perlu 

dikaji berdasarkan karakteristiknya sendiri: yang disewakan adalah alat, sedangkan pembayaran 

dikaitkan dengan hasil penjualan tembakau. 

Dengan demikian, praktik sewa pasat memiliki sisi kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya masih 

memerlukan perhatian pada aspek kejelasan imbalan. Pemilik alat dan petani penyewa sebaiknya 

menyepakati dasar penghitungan pembayaran, persentase atau ukuran yang digunakan, waktu 

pelunasan, serta tanggung jawab apabila alat rusak. Kesepakatan sederhana secara tertulis tidak harus 

menghilangkan kebiasaan musyawarah, melainkan dapat membantu mengingatkan kedua belah pihak 

terhadap ketentuan yang telah disetujui. 

Penutup 

Praktik penyewaan alat pemotong tembakau (pasat) di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten 

Bondowoso, dilakukan melalui kesepakatan lisan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Petani 

menggunakan alat terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan 

dijual. Mekanisme ini membantu petani yang memiliki keterbatasan modal dan memberikan tambahan 

pendapatan kepada pemilik alat. Namun, dasar penghitungan imbalan perlu diperjelas agar para pihak 

memahami hak dan kewajibannya. 

Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut memiliki karakteristik akad ijarah karena terdapat 

manfaat barang yang digunakan penyewa dan imbalan yang diberikan kepada pemilik alat. Akan tetapi, 

kesesuaiannya perlu dikaji berdasarkan kejelasan ujrah, kesepakatan para pihak, kerelaan, dan potensi 

gharar. Pembayaran setelah tembakau terjual tidak dengan sendirinya menimbulkan gharar apabila 

dasar penghitungan imbalan telah disepakati sejak awal. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai besaran 

atau dasar perhitungan sewa berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, persentase atau 

dasar penghitungan sewa, waktu pembayaran, serta tanggung jawab atas kerusakan alat sebaiknya 

disepakati sebelum alat digunakan dan dicatat secara sederhana. 
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